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BAB V 

 PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Ada beberapa kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini, yaitu sebagai 

berikut:  

1. Mengacu pada jenis kategori pemain kebijakan nonformal yaitu kelompok 

kepentingan, partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebijakan 

Kabupaten Layak Anak (KLA) di Sleman bisa dibedakan dalam partisipasi 

LSM, komunitas anak, dan dunia usaha. Partisipasi LSM bisa ditemukan mulai 

keberadaan mereka dalam Gugus Tugas KLA Sleman. Untuk tahapan 

pengembangan KLA Sleman, LSM terlibat mulai dari persiapan dan 

perencanaan (LPA), pelaksanaan (LPA, LIMORA) dan evaluasi (LSPPA). 

Partisipasi komunitas anak diwakili oleh keterlibatan Forum Anak Sleman 

(FORANS) dalam Gugus Tugas KLA Sleman yang terlibat dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi. Keberadaan FORANS yang sampai memiliki forum 

anak di tingkat kecamatan menjadi keunggulan tersendiri bagi Sleman 

dibandingkan dengan kabupaten atau kota yang sedang menuju KLA. 

Partisipasi dunia usaha diwakili oleh IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha 

Indonesia) dalam Gugus Tugas KLA Sleman, meskipun lebih banyak bersifat 

formalitas dan keterwakilan individu bukan institusi. 

2. Berkaitan dengan jenis partisipasi masyarakat yang bisa dibedakan dalam 

partisipasi otonom dan partisipasi dimobilisasi, partisipasi masyarakat dalam 
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kebijakan pengembangan KLA di Sleman ada yang bersifat otonom seperti 

yang dilakukan oleh LSM Limora yang awalnya terlibat dalam program Dinas 

Sosial DIY yang kebetulan berlokasi di Kabupaten Sleman dan kemudian bisa 

dikaitkan dengan kebijakan KLA di Sleman. Selain partisipasi otonom, ada 

juga partisipasi yang dimobilisasi seperti peran serta FORANS yang awal 

mulanya adalah komunitas anak independen namun lambat laun menjadi 

bagian dari BKB-PMPP Kabupaten Sleman. 

3. Mengacu pada gagasan Oakley (1991: 9) terkait pemahaman partisipasi, ada 

tiga dimensi pengertian pokok, yaitu Partisipasi sebagai kontribusi; Partisipasi 

sebagai organisasi; dan Partisipasi sebagai pemberdayaan. Partisipasi 

masyarakat dalam hal ini partisipasi LSM, Forum Anak Sleman, dan dunia 

usaha selama ini baru pada pemahaman partisipasi sebagai kontribusi yang 

mana kontribusi masyarakat dijabarkan menjadi indikator-indikator : (1) 

Kontribusi Pemikiran, seperti gagasan dari LPA atau masukan suara anak 

melalui FORANS pada Gugus Tugas KLA Sleman (2) Kontribusi Dana, 

seperti kontribusi dari dunia usaha meskipun masih sporadis dan belum 

terlembaga dengan baik (3) Kontribusi Tenaga, seperti keterlibatan LPA, 

Lembaga LIMORA dan FORANS dalam melakukan kegiatan yang 

mencerminkan pemenuhan hak anak dan pencapaian indikator KLA dan (4) 

Kontribusi Sarana. Sedangkan dimensi berikutnya, dimensi pengorganisasian 

masyarakat dan pemberdayaan masyarakat masih perlu terus dikembangkan. 
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B. Kontribusi 

 Penelitian ini memberikan kontribusi kepada pengembangan kajian 

kebijakan kesejahteraan sosial khususnya bagaimana partisipasi masyarakat dalam 

kebijakan pembangunan sosial bisa dimunculkan, dikelola, dan dikembangkan. 
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